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MOTTO 
 

 “Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan 

baginya jalan menuju surga.”  

(HR. Muslim) 
 

PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik segala 

ilmu, yang atas izin, rahmat dan kekuatan-Nya yang tidak terbatas. Sholawat serta 

salam senantiasa tercurah kepada suri teladan abadi, Nabi Muhammad SAW, 

pembawa cahaya kebenaran yang setiap langkah dan perjuangan menjadi inspirasi 

bagi penulis untuk tetap teguh dan amanah dalam menuntut ilmu. 

 

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, papah 

dan mamah. Restu serta doa tulus dari papah dan mamah yang senantiasa menerangi 

jalan penulis di saat menghadapi kesulitan dan rasa lelah. Keberhasilan 

menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya merupakan buah dari kesabaran, kasih 

sayang dan pengorbanan kalian yang tiada bertepi. Penulis menghaturkan bakti dan 

rasa hormat tertinggi kepada kalian, sosok orang tua yang tidak pernah berhenti 

meminta yang terbaik bagi anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, 

memberikan kemuliaan, serta diberi umur yang panjang agar menyaksikan setiap 

langkah kesuksesan penulis di masa depan atas doa yang telah menjadi penguat 

dalam hidup penulis Aamiin. 

Dosen Pembimbing Skripsi 

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H.,LL.M. Selaku Dosen Pembimbing, 

telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan yang sangat berharga dalam 

penyususnan skripsi ini. Motivasi serta dorongan semangat yang beliau berikan 

senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi tantangan selama 

proses penelitian. Doa tulus agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan selalu 

berada dalam lindungan Allah SWT Aamiin. 
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RINGKASAN 

 

Dea Aulia Putri, Desember 2025, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat 

Penahanan Ijazah Oleh Pengusaha. Skripsi, program sarjana Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: ohuouou 

Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 

 

Praktik Penahanan ijazah asli oleh perusahaan terhadap pekerja merupakan realitas 

sosiologis yang sangat komplek dalam hubungan kerja di Indonesia. Fenomena ini 

muncul karena perbedaan kuasa antara pengusaha yang memiliki sumber daya 

modal dengan pekerja yang berada dalam posisi terdesak secara ekonomi. 

Pengusaha sering kali melegitimasi praktik ini sebagai jaminan agar pekerja tidak 

melanggar kontrak atau mengundurkan diri secara sepihak sebelum masa kontrak 

berakhir. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit melarang tindakan ini di dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menciptakan 

celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi. Peneliti ini berupaya memberikan 

kejelasan mengenai kedudukan hukum ijazah sebagai dokumen pribadi dan 

menguraikan hak-hak pekerja yang terpinggirkan akibat adanya klausul penahanan 

dokumen tersebut dalam perjanjian kerja. 

Melalui Penelitian hukum normatif dipilih untuk membedah permasalahan ini 

melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis 

melakukan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dengan menelaah 

kesesuaian antara peraturan perusahaan dengan norma-norma yang lebih tinggi. 

Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Ketenagakerjaan, serta Undang- Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian 

ini berfokus pada upaya perlindungan hak pekerja sebagai pihak yang posisinya 

lebih lemah agar mendapatkan kepastian hukum dalam perjanjian. 
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Hasil Penelitian Menunjukan bahwa: 

1. Status keabsahan penahanan ijazah memberikan kesimpulan kuat bahwa 

praktik tersebut berstatus batal demi hukum, praktik ini tidak memenuhi 

syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalan pasal 1320 jo.  1337 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Dari sudut pandang subjektif, 

kesepakatan tersebut seringkali mengandung unsur paksaan atau cacat 

kehendak karena pekerja berada dalam posisi yang lemah atau kurang 

memiliki kekuatan tawar. Dari sisi syarat objektif, klausula tersebut 

melanggar aturan sebab yang halal karena bertentangan dengan ketertiban 

umum dan hak asasi manusia, serta dipertegas dengan adanya Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5MHK.04.00/V/2025 yang secara 

eksplist melarang praktik tersebut. Dengan demikian, klausula penahanan 

ijazah dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

2. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui dua skema utama 

berdasarkan teori Philiphus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif 

dan represif. Langkah preventif mencakup peran aktif pengawas 

ketenagakarjaan serta peningkatan literasi hukum calon pekerja sebelum 

menandatangani kesepakatan kerja. Langkah represif dapat ditempuh 

melalui mekanisme Bitparit, Mediasi di Dinas Tenagakerja, gugatan 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, hingga jalur terakhir (ultimum remedium) 

Tindakan pengusaha menahan ijazah merupakan pelanggaran hak subjektif 

yang dilindungi dalam pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kehadiran sanksi administratif dari 

pemerintah juga berfungsi sebagai instrumen paksaan agar pengusaha patuh 

terhadap aturan hukum yang berlaku. 
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT PENAHANAN 

IJAZAH OLEH PENGUSAHA 

ABSTRAK 
 

 

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap pekerja masih marak terjadi 

dalam hubungan indutrial di Indonesia sebagai bentuk jaminan loyalitas. Namun, 

praktik ini sering kali menimbulkan kerugian bagi pekerja dan menciptakan 

ketimpangan posisi tawar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan 

klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja serta mengkaji bentuk 

perlindungan hukum bagi pekerja yang ijazahnya ditahan secara sewenang-wenang. 

 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 

analisis, dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
 

Hasil penelitian menunjukan bahwa klausul penahanan ijazah dalam perjanjian 

kerja berstatus batal demi hukum. Secara yuridis, praktik ini tidak memenuhi syarat 

sah perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, baik dari 

sisi syarat subjektif maupun objektif. Dari sisi subjektif, kesepakatan tersebut sering 

kali mengandung unsur paksaan atau cacat kehendak akibat posisi tawar pekerja 

lemah, sementara dari sisi objektif, klausula tersebut melanggar ketentuan sebeb 

yang halal dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena 

bertentangan dengan ketertiban umum dan Hak Asasi Manusia, serta telah dilarang 

melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/20205. 

Perlindungan hukum bagi pekerja melalui mekanisme preventif berupa pengawasan 

ketenagakerjaan dan edukasi kontrak, serta mekanisme represif melalui jalur 

penyelesaian sengketa hubungan industrial, gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penahanan ijazah 

merupakan pelanggaran hak subjektif milik pekerja atas dokumen pribadi yang 

dilindungi oleh Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia. Penelitian Ini menyarankan agar pemerintah memperkuat 

regulasi ini melalui Peraturan Pemerintah agar memiliki kekuatan sanksi 

administratif yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Penahanan Ijazah. 
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